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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Pemeriksaan Perkara Di Persidangan


Setelah pemeriksaan (voor onderzook) yang dilakukan Polisi atau Jaksa terhadap suatu perkara pidana selesai, maka berkas-berkas pemeriksaan pendahuluan itu disampaikan kepada Hakim untuk sebagai bahan-bahan pemeriksaan di depan sidang Pengadilan.5

Pasal 143 KUHAP menyebutkan :

Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.


Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa jika Jaksa telah menganggap cukup alasan untuk menuntut tindak pidana, maka diserahkan berkas perkara itu oleh Jaksa kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan selanjutnya. 


KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu :

Pemeriksaan perkara biasa

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang termasuk perkara biasa. Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan, acara pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya. 

Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tatacara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Demikian juga mengenai pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang.

Pemeriksaan Singkat

Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktikan serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa kata-kata menurut pentuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana, yang menunjukan bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu. Pemeriksaan singkat ini dahulu disebut pemeriksaan sumir.

Pemeriksaan cepat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Paragraf 2 adalah mengenai cara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang dijelaskan dalam Pasal 211 KUHAP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP. 

Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2). Jika kedua ketentuan  tersebut tidakdipenuhi, maka batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP).

Pihak yang pertama dipanggil masuk adalah terdakwa yang walaupun ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan Pasal 153 ayat (1) KUHAP yang mengatur hal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan. Jika terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah hakim ketua sidang  menunda persidangan dan memerintahkan agar terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (3) KUHAP). Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Seperti disebutkan di atas, ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan lain. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 203 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa dalam acara ini (acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga bab ini (XVI).

Hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa adalah acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Pemeriksaan tindak pidana ringan termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.  Sedangkan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Penjelasan Pasal 211 KUHAP memberi uraian tentang apa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu yaitu :

Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Mengemudikan kenderaan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperhatikannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa. 

Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang  yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas dan jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat membongkar barang.

Hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa adalah sebagai berikut :

Pada pemeriksaan tindak pidana ringan :

Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum.

Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP. Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding.

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 KUHAP).

Pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan :

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP).

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 211 KUHAP).

Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (putusan in absensia). Hal ini diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP.

Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dalam mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP).

Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat 5 KUHAP).



Ada dua cara  Hakim dalam menanggapi perkara-perkara yang diserahkan oleh Jaksa (Penuntut Umum) tersebut yaitu :

Hakim dapat menyatakan menolak untuk menyidangkan perkara tersebut karena bukan kompetensinya.

Hakim menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.


Penetapan Hakim yang berisi pernyataan berwenang atau tidaknya Hakim (Pengadilan Negeri) mengadili perkara itu diatur dalam  Pasal 84 KUHAP dalam bagian kedua yang mengatur tentang pengadilan Negeri.


Jika Hakim menolak (merasa dirinya tidak berwenang), maka surat penetapan penolakannya dikirim kepada Jaksa kembali (Pasal 148 KUHAP ayat (1) dan (2). 


Jenis penetapan Hakim ini menurut Soedirjo mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pengadilan yang dipimpin tidak berkuasa untuk memberikan perkara itu.

Bahwa penuntutan Kejaksaan tidak dapat diterima.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dihukum.

Bahwa tidak ada cukup alasan untuk menuntut perkara itu lebih lanjut.6

Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 148 KUHAP ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada Penuntut Umum selanjutnya Kejaksaan Negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada Kejaksaan Negeri di tempat Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat penetapan. 7

Penjelasan dari ayat (2) di atas adalah bahwa dalam hal Kejaksaan  Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara yang dimaksud  dari Kejaksaan Negeri, ia membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat ketetapan.


Selanjutnya Jaksa dalam menanggapi ketetapan Hakim ini dapat bersifat menerima penetapan Hakim atau tidak menerimanya dengan membuat requisitoir verzet (Pasal 149 ayat (1) KUHAP yang pelaksanaannya sekarang dilakukan oleh Jaksa Tinggi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961). Sedangkan bunyi dari Pasal 149 ayat (1) KUHAP tersebut bahwa  dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 maka :

Ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima.

Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana diatur dalam ayat (1) memeirntahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Selanjutnya dalam persidangan Hakim dan Jaksa wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena itu tiap-tiap oprang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela atau penasehat hukum. Jadi tidak hanya terdakwa  yang diancam dengan hukuman mati saja yang berhak mendapat pembelaan (Pasal 56 KUHAP ayat (1) bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.


Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasehat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing (Pasal 230 KUHAP).


Mengenai jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dalam hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 231 ayat (1) KUHAP).


Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 230 KUHAP ditata menurut ketentuan sebagai berikut :

Tempat meja dan kursi Hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa penasehat hukum dan pengunjung.

Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan depan tempat hakim ketua sidang.

Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan dengan tempat hakim.

Tempat terdakwa dan penasehat hukum terletak di sisi kiri depan dari hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasehat hukum.

Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim.

Tempat saksi ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan.

Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar.

Bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoaman ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim.

Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera.

Tempat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angkat 9 diberi tanda pengenal.

Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu (Pasal 230 ayat (3) KUHAP).


Mengenai pemeriksaan terdakwa, maka setelah proses penyerahan dengan segala proses lanjutannya selesai, maka sampailah pada hari persidangan yang ditetapkan oleh Hakim. Pada hari sidang berturut-turut dilakukan :

Hakim mula-mula memerintahkan agar Jaksa membawa terdakwa ke dalam sidang (Pasal 154 (1) KUHAP). Hakim juga memerintahkan agar saksi-saksi yang hadir menunggu di luar ruangan dan satu sama lain tidak boleh berhubungan (Pasal 159 KUHAP). Menurut Pasal 154 KUHAP menentukan bahwa  jika terdakwa tidak hadir, maka hakim berkewajiban untuk :

Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memberitahukan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.  

Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah  untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP).

Setelah terdakwa berada di muka sidang, maka pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dilihatnya dalam sidang (Pasal 155 ayat (1) KUHAP).

Kemudian hakim memberikan waktu kepada jaksa untuk membacakan surat tuduhannya, serta hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti dan apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, maka penuntut umum atas permintaan hakim wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Setelah penuntut umum menjelaskan hal-hal tersebut di atas, maka apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau surat tuduhan tidak dapat diterima (eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya), maka hakim akan memberikan putusan diterima atau tidaknya eksepsi itu. Jika dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya itu diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.


Setelah memulai beberapa proses pendahuluan dalam sidang Pengadilan Negeri maka dilakukan pemeriksaan para saksi. Keterangan para saksi ini adalah sangat penting bagi para penegak hukum dalam rangka pembuktian sesuatu kasus perkara untuk mencari dan menemukan kebenaran material dalam sidang Pengadilan Negeri.

Prinsip-Prinsip Persidangan

Prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan bukan hanya ditujukan dan dijadikan landasan bagi aparat tapi juga penting diketahui dan disadari terdakwa. Adapun prinsip-prinsip persidangan tersebut adalah :

Pemeriksaan terbuka untuk umum

Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan sidang. 

Sifat terbuka di sidang pengadilan dimaksudkan agar khalayak ramai dapat mengikuti dan mengawasi jalannya pemeriksaan pengadilan, bukan dalam arti masuknya orang-orang dalam ruangan pengadilan. 

Tentu ada pengecualian sebagaiana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, dimana tercantum prinsip ini menyebut pengecualian dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara terdakwanya anak-anak, sidang dilakukan dengan pintu tertutup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (4) KUHAP, pelanggaran atas prinsip ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Hadirnya terdakwa dalam persidangan

Hukum tidak membenarkan proses peradilan in absensia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.

Tata cara tersebut dimulai dari :

Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.

Jika terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir, ketua sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah.

Ketua sidang memimpin pemeriksaan

Hal ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP yang menegaskan ketua sidang bertindak memimpin jalannya persidangan dan memelihara tata tertib persidangan. Prinsip ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Undang-Undang yaitu sistem pembuktian undang-undang secara negatif yang mewajibkan hakim mencari kebenaran hakiki di dalam membuktikan kesalahan terdakwa berdasar batas minimum pembuktian menurut undang-undang dengan alat bukti yang sah.

Kedudukan ketua sidang sebagai pimpinan sidang, menempatkannya sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa. Semua tanya jawab harus melaluinya. Semua keterangan dan jawaban ditujukan kepadanya. Segala yang diperintahkan oleh hakim baik terhadap panitera, terdakwa maupun terhadap penuntut umum harus segera dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu menurut  undang-undang guna memperlancar jalan pemeriksaan dan ketertiban persidangan.

Pemeriksaan secara langsung dengan lisan

Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menegaskanbahwa ketua sidang didalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan lisan. Tidak boleh pemeriksaan dengan perantaraan tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali bagi mereka yang bisu atau tuli, pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadap-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan jawaban atau keterangan pun disampaikan dengan lisan.

Maksud pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan, tidak lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan kebenaran hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dengan lisan tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi  sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan.

Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas

Sesuai penjelasan Pasal 153 ayat (2) huruf  b, pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan dengan bebas. Terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, tidak boleh dilakukan penekanan atau ancaman yang bisa menimbulkan hilangnya kebebasan mereka memberikan keterangan. Bahkan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 166 KUHAP.

Prinsip lebih dulu mendengar keterangan saksi

Prinsip lebih dulu mendengar keterangan saksi sesuai dengan makna yang tersirat dalam Pasal 160 ayat (1)  huruf b KUHAP yang menyebutkan  : pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Untuk menguatkan alasan mendahulukan pemeriksaan pendengaran keterangan saksi terdakwa, Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama. Sedangkan urutan alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir.

Hak-Hak Terdakwa.

Mengenai pengaturan hak-hak terdakwa dalam KUHAP menggunakan pendekatan asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian dimana di satu pihak memberikan kepada terdakwa dan untuk merealisir hak itu Undang-undang menentukan memberikan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal. Sebab jika tanpa adanya kewajiban di pihak lain, maka hak itu hanya berupa suatu ide saja.

Hak-hak terdakwa dapat dilihat dalam KUHAP yang antara lain :

Hak segera diadili oleh Pengadilan(Pasal 50 ayat (3).

Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b).

Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52).

Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1).

Berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 54)

Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan (Pasal 60).

Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 64).

Berhakuntuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65)

Berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama  (Pasal 67).

10.Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

Gambaran Umum Tentang Pembuktian

Pengertian Pembuktian.

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. 

Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dnegan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau komplit/rumit.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. R. Wiryono Prodjodikoro memberikan batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu:

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman.
Harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.



Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.
 Menurut R. Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan”.
 Karena pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:

Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgronden).
Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (bewijsmiddelen).
Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering).
Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht)
Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast)
Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum).

Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sistim pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian  yang bagaimana yang dapat menentukan kesalahan terdakwa. Apakah dengan dipenuhinya prinsip minimum pembuktian sudah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Demikian juga hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat menentukan siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perkara.

Adapun dalam perkara pidana dikenal adanya beberapa sistem pembuktian yaitu :

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan   keyakinan hakim melulu.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Sistim pembuktian conviction intime menentukan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa atau siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perselisihan semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting, sehingga alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan dapat diabaikan oleh hakim.

Keyakinan hakimlah yang paling dominan untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Dengan demikian sitim pembuktian conviction intime ini sudah tentu mempunyai kelemahan, Hakim dapat saja menyatakan bahwa soerang terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atas dasar keyakinan belaka tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang cukup dikemukakan di depan persidangan. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Para pihak yang bersengketa diwajibkan membuktikan tentang duduknya perkara. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya karena adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukum itu dan menerapkkan hukum ini sesudah ia mengetahui tentang duduknya perkara .

Menurut sistim conviction Raisonce, bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan yang penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa atau dalam menentukan siapa yang patut dimenangkan atau dikalahkan. Akan tetapi dalam sisim ini keyakinan hakim tersebut dibatasi oleh suatu alasan-alasan yang jelas. Sistim conviction intime, keyakinan hakim itu tidak perlu dibatasi, sedang dalam sistim ini keyakinan hakim dibatasi dengan Reasoning atau alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelasan alasan-alasan logis apa yang mendasari keyakinan yang dapat diterima akal.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maka sistim pembuktian ini bertolak belakang dengan sistim pembuktian conviciton intime. Dikatakan demikian karena dalam sistim ini tidak diperlukan adanya keyakinan hakim. Hal yang terpenting dalam sistim ini adalah bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atau patut dimenangkan atau tidaknya seseorang adalah semata-mata didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Keyakinan hakim tidak berfungsi dalam sistim ini. Jadi jika sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hakim tidak seolah-olah sebagai robot pelaksana Undang-Undang yang tidak memiliki hati nurani.

Meskipun demikian, sistim ini mempunyai kebaikan, karena dalam sistim ini benar-benar menurut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya seseorang berdasarkan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur adukan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya.

Teori pembuktian ini ditolak untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Sistim pembuktian secara negatif nampak secara jelas adanya penggabungan antara sistim pembuktian conviction intime dengan sistim pembuktian secara positif. Persamaan  antara keduanya adalah keduanya sama beerpangkap atas keyakinan  hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinanhakim bahw ia bersalah”.

Sistim ini tidak hanya mendasarkan putusan itu kepada alat bukti saja, tetapi juga keyakinan hakim turut memegang peranan yang penting. Dalam sistim ini terdapat dua komponen yaitu:

Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur sistim ini. Karena salah satu unsur tidak dipenuhi berarti tidak cukup untuk  membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun secara teoritis sistim pembuktian ini sangat baik, karena diantara dua komponen yaitu alat bukti dan keyakinan tidak ada yang saling dominan, tetapi di dalam prakteknya secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati atau hakim yang kurang kuat iman dan moralnya, mudahsekali memanfaatkan sistim pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini yang merupakan kelemahan dari sistim pembuktian secara negatif ini.
Alat-alat Bukti Menurut KUHAP

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Selain itu, alat bukti dapat didefenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.
 Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci dan berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya, alat-alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata.

Andi Hamzah menyatakan alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atu dalam pidana perkara dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.

Alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam persidangan.Salah satu ketentuan dalam sistem hukum acara pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga hukum acara pidana di Indonesia, bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti.Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatttuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan  bahwa alat bukti yang sah adalah :

Keterangan saksi

Keterangan ahli

S u r a t

Petunjuk

Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa tidak termasuk dalam keterangan saksi, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau tes imonium de auditu. Menurut KUHAP (UU No. 8/1981) ditegaskan mengenai keterangan ahli dan bukti jenis surat. Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan secara lisan”.

Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.


Perlu dijelaskan di sini bahwa di dalam pemeriksaan  perkara pidana penyusunan bukti terhadap terdakwa seluruhnya berada di tangan hakim, baik bukti-bukti yang memberatkan maupun bukti-bukti yang meringankan terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencapai dan mendapatkan kebenaran yang sejati  (Materiale Waarheid) untuk mendapatkan kebenaran yang sejati itu, hakim tidak saja terikat kepada Undang-undang yang ada di dalam Hukum Acara Pidana sendiri (dalam hal ini yang menyangkut tentang alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP) akan tetapi haruslah pula keyakinan dari hakim.


Hakim akan menganggap fakta atau kejadian itu terbukti jika oleh alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan, sungguh telah terjadi sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa bersalah atas perbuatan itu. Hakim bebas mempertimbangkan dan menentukan penilaiannya terhadap apa-apa yang disampaikan kepadanya, baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.


Biarpun jaksa telah membuktikan tentang perlu perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tetapi apabila hakim tidak yakin terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sesuai dengan bukti-bukti yang ada maka terdakwa masih bisa dibebaskan dari penghukuman.
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